
BUPATI BARRU

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR 18 TAHUN2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN

DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

KABUPATEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2019

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

:  a. bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah

Kabupaten Barm Nomor 7 Tahun 2009 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan, pendanaan pendidikan

diantaranya merupakan tanggungjawab Pemerintah

Daerah, untuk itu Pemerintah Kabupaten Barru telah

mengalokasikan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Barru Tahun An^aran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan

Bupati Barru tentang Petunjuk Teknis Penyediaan dan

Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2019;

:  1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor

74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1822);



2. Undang-Undsing Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambsihan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana teleih diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Teihun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010

tentang Perubahgin Atas Peraturan Pemerintah Nomor

17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5157);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentEing

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011;

12. Peratursui Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22

Tahun 2006 tentang Standar isi Satuan Pendidikan

Dasar dan Menengah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun

2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah

Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29,Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor

5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru

Nomor 99);



15. Peraturan Daerah Kabupaten Barm Nomor 9 Tahun 2018

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Barm Tahun Anggaran 2019 (Lembaran

Daerah Kabupaten Barm Tahun 2018 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS

PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN

OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KABUPATEN BARRU

TAHUN ANGGARAN 2019.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barm

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Barm.

4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Barm.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barm.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan

dengan peraturan daerah.

7. Tenaga Kependidikan adalah einggota masyarakat yang mengabdikan diri dan

diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

8. Biaya Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan dan/atau

diperlukan untuk biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan

pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik sesuai peraturan

pemndang-undangan.

9. Penyediaan adalah Angggiran yg disiapkan oleh pemerintah daerah dalam

mengelola dan meningkatkein kualitas pelayanan pendidikan.



lO.Penggunaaan adalah Penggunaan anggaran yang dilaksanakan berdasarkan

sesuai dengan aturan yang berlaku.

1 I.Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat

BOSDA adalah program Pemerintah Daerah untuk penyediaan pendanaan

biaya operasi non personalia dan beberapa pembiayaan personil sekolah bagi

satuan pendidikan dasar dan menengah.

12.Alokasi Tambahan Subsidi Operasional adalah tambahan anggaran yang

diberikan kepada sekolah untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah

dengan kondisi tertentu.

13. Boarding School adalah sistem sekolah dengan asrama, dimana peserta didik

dan juga para guru dan pengelola sekolah tinggal di asrama yang berada

dalam lingkungan sekolah.

14.Rencana Keija Sekolah yang selanjutnya disingkat RKS adalah gambaxan

umum rencana pengembangan sekolah empat tahun.

15.Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS

adalah rencana biaya dan pendanaan program kegiatan untuk 1 (satu) tahun

anggaran baik bersifat strategis atapun rutin yang diterika dan dikelola

langsung oleh sekolah.

16. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk

satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada

jenjang pendidikan dasar.

17. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah

satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan

umum pada jenjang pendidikan dasar.

18. Sekolah Satu Atap selanjutnya disingkat Satap adalah salah satu bentuk

satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan yang

dilaksanakan antaijenjang pendidikan dalam satu lokasi.

19. Sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya

disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan

pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi

pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan dasar dan

menengah yang terus menerus diperbaharui secara online.

20.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah Kriteria

minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan

yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.

k—



21. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria

minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

22.Satuan Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

Perangkat Daerah pada pemerintah daersih selaku Pengguna Anggaran/

Pengguna Barang.

23.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah

Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubemur

untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh

pengelusiran daerah pada bank yang ditetapkan

24.Laporan adalah penyajian data dan informasi suatu kegiatan yang telah,

sedang atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan

sesuai dengan yang direncanakan.

25.Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali

peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli

pendidikan.

26. Gala Siswa SMP adalah suatu kegiatan yang bersifat kompetisi di bideing

olahraga sepakbola antara siswa SMP dalam lingkup wilayah atau tingkat

lomba tertentu.

27.Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) disebutjuga Computer Based Test

(CBT) adalah sistem pelaksanaan ujian nasional dengan menggunakan

komputer sebagai media ujiannya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah

Kabupaten Barru adalah penyediaan dana untuk satuan pendidikan :

a. Sekolah Dasar (SD) Negeri; dan

b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri/Satap.

BABH

BBSARAN BIAYA

Pasal 3

Besaran biaya sebagaimana dimaksud dalsun Pasal 2 adalah :

a. SD Negeri Jumlah Siswa 60 : Rp. 350.000/siswa/tahun



b. SD Negeri Jumlah Siswa 61 -100

c. SD Negeri Jumlah Siswa 101-500

d. SD Negeri Jumlah Siswa 501-1.000

e. SMP Negeri Jumlah Siswa 60

f. SMP Negeri Jumlah Siswa 61-200

g. SMP Negeri Jumlah Siswa 201-500

h. SMP Negeri Jumlah Siswa 501-1.000

Rp. 200.000/siswa/tahun

Rp. 150.000/siswa/tahun

Rp. 100.000/siswa/tahun

Rp. 350.000/siswa/tahun

Rp. 200.000/siswa/tahun

Rp. 150.000/siswa/tahun

Rp. 100.000/siswa/tahun

Pasal 4

(1) Satuan Pendidikan Satap diberikan Alokasi Tambahan Subsidi Operasional.

(2) Satuan Pendidikan Satap dan besaran alokasi tambahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. SMPN Satap 3 Soppeng Riaja

b. SMP Satap 4 Soppeng Riaja

c. SMPN Satap 4 Tanete Riaja

d. SMP Satap 5 Tanete Riaja

e. SMP Satap 6 Tanete Riaja

f. SMP Satap 7 Tanete Riaja

g. SMPN Satap 4 Tanete Rilau

h. SMP Satap 5 Tanete Rilau

i. SMPN Satap 4 Barru

j. SMPN Satap 4 Pujananting

k. SMP Satap 5 Pujananting

1. SMP Satap 4 Balusu

m. SMP Satap 5 Mallusetasi

Rp. 15.000.000/satuan pendidikan/tahun

Rp. 15.000.000/satuan pendidikan/tahun

Rp. 15.000.000/satuan pendidikan/tahun

Rp. 15.000.000/satuan pendidikan/tahun

Rp. 15.000.000/satuan pendidikan/tahun

Rp. 15.000.000/satuan pendidikan/tahun

Rp. 15.000.000/satuan pendidikan/tahun

Rp. 15.000.000/satuan pendidikan/tahun

Rp. 15.000.000/satuan pendidikan/tahun

Rp. 15.000.000/satuan pendidikan/tahun

Rp. 15.000,000/satuan pendidikan/tahun

Rp. 15.000.000/satuan pendidikan/tahun

Rp. 15.000.000/satuan pendidikan/tahun

Pasal 5

(1) Satuan Pendidikan penyelenggara Boarding School diberikan alokasi

tambahan Subsidi Operasional, dengan besaran dihitung berdasarkan

jumlah siswa Boarding School tiap sekolah.

(2) Rincian besaran alokasi tambahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adadah :

a. SMPN 3 Tanete Rilau : Rp. 993.600.000/tahun

b. SMPN 8 Harapan : Rp. 720.360.000/tahun
















































